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IMPLEMENTAS| PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Studi Pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung)

AGUS ISKANDAR
Dosen Universitas Terbuka Propinsi Lampung

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state with a Republican form, and the natural resources
therein , should be maintained as much as possible for the prosperity of the
people . In the management stages of Natural Resources and Environment |,
each region has authority to mengelolaa natural resources and environment,
based on the principle of local autonomy . For in Lampung Province itself the
management of Natural Resources and Environment is regulated through
Lampung Provincial Regulation No. 3 of 2006 on the Management of Natural
Resources and Environment .

Keywords : Implementation , Management of Natural Resources, Environment .

I. PENDAHULUAN
Pengelolaan sumber daya

menganalisa, serta membuat sebuah
kesmpulan  mengenal keadaan

aam (SDA) merupakan keharusan
bagi setiap negara, dalam mencapai
kesgahteraan masyarakatnnya.  Di
indonesia sendiri, pengel olaan sumber
daya dam sebenarnya telah diatur di
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
yang mengatakan bahwa, bumi, air,
dan sumber daya adam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara yang di peruntukan sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Dari pasal
tersebut jelas bahwa negara memiliki
peran yang sangat penting dalam
proses pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup, dengan tujuan
untuk kemaslahatan bersama. Hanya
sga apakah penergpan dari pasa
tersebut benar-benar telah berjaan,
ini tentu menjadi kegelisahan bagi
masyarakat semua untuk

objektif di Negara Indonesia.

Berbagah persodaan yang
terjadi  di  Indonesia, bak itu
permasalahan  ekonomi,  politik,
maupun kebudayaan ini semua saling

berkaitan dengan  persmasalahan
lingkungan.

Sebagai gambaran dari
permasalahan  lingkungan  yang
terjadi, dapat dilihat keadian

kebakaran hutan yang selau terjadi
setigp tahunnya di Indonesia tepatnya
di Provins Riau, sementara di

Provinss Lampung berada di
peringkat  sembilan dalam  hal
kebakaran hutan meskipun

dampaknya tidak terlalu luas seperti
yang terjadi di Sumatera Selatan,
Kaimantan ataupun Riau, karena
pada umumnya kebakaran hutan dan



lahan di Lampung hanya seperti
ilalang atau rumput-rumput kering.
(http//:googleweblight.com/?ite_url=http
:Ilwww .translampung.com/artikel-3610-
lampung-peringkat-sembilan-kebakaran-
hutan..aspx& ei=KP)

Lampung sendiri pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan
hidup tidak terlapas dari permasalahn
yang berdampak terhadap geada-
ggadasosia ataupun alam. Mulai dari
proses pembangunan yang banyak
merusak keadaan alam  sekitar,
pembuangan limbah yang tidak sesuai
prosedur yang mengakibatkan
pencemaran dan berdampak terhadap
kondisi kesehatan masyarakat, izin
pembangunan  perusahaan  yang
banyak tidak sesuai dengan Analisis
Mengenai Dampak  Lingkungan
(AMDAL).

Negara Indonesia, yang
merupakan negara kesatuan,
pengelolaan sumber daya adam di
berikan kewenangan kepada
pemerintahan daerah. Dalam proses
pengelolaan sumber daya aam
berdasarkan kewenangan daerah ini
berlandaskan dari Pasal 18 UUD
1945, yang lebih diperjelas melaui
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam tahapan
pengelolaan sumber daya aam di
Provins Lampung sendiri, telah
diatur didalam Peraturan Daerah
(PERDA) Provinsi Lampung Nomor
3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup. Dalam Pasal 10 Perda Nomor

3 Tahun 2006 menjelaskan dalam
proses pengelolaan sumber daya adam
dan lingkungan hidup pemerintah
daerah mempunyai kewajiban untuk :
a. Memelihara kelestarian fungsi
sumber daya alam dan lingkungan
hidup serta mencegah,
menanggulangi, dan melakukan
pemulihan atas pencemaran dan
kerusakan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.
b. Melibatkan masyarakat daam
menentukan kebijakan dan

pengaturan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup.

c. Memberikan informasi yang benar
dan  akurat atas  kegiatan
pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

d. Melakukan pendataan terhadap
setigp upaya pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup.

e. Menumbuh-kembangkan
kesadaran masyarakat akan
tanggung jawabnya dalam
pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup melalui
penyuluhan bimbingan,
pendidikan, dan penelitian.

Dalan upaya memelihara
kebersihan dan kemanfaatan sungai,
ternyata masih mengalami banyak
hambatan, dikarenakan proses
pembangunan yang tidak berorientasi
terhadap kesgahteraan masyarakat,
salah satu contoh adalah pembangnan
reklame bertiang di pinggiran sungai
Way Awi, Jalan Teuku Umar, Kota

Bandar Lampung  memperparah
kondis sungai ketika memasuki
musim penghujan, yang

menyebabkan kebanjiran dan



mengganggu kehidupan sosia
mayarakat setempat.

Pengertian smber daya alam
adalah kekayaan bumi, baik biotik
maupun abiotik yang dapat di
manfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia, dan
kesgahteraan manusia, misanya
tumbuhan, hewan, udara, ar, tanah,
bahan tambang angin cahaya matahari
dan  mikroba  (jasad  renik).
(http://ridwanaz.com/umunvbiol ogi/peng
ertian-sumber-daya-al am-macam-sda-
dan-jenisnya/)

Jadi berdasarkan penjelasan di
atas bisa  diketahui bahwa
Pengelolaan Sumber daya Alam dan
Lingkungan Hidup merupakan dua
pengertian yang terpisah, Pengelolaan
Sumber Daya Alam merupakan suatu
keharusan bagi manusia dalam upaya
melanjutkan proses kehidupannya.
Dengan  demikian Pengelolaan
Sumber Daya Alam dapat diartikan
sebagal upaya manusia atau dalam
proses memanfaatkan kekayaan alam
yang ada, dengan cara memproses
hasil alam tersebut menjadi sesuatu
yang bernilal lebih atau dapat menjadi
sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari.
Atau secara sederhana pengelolaan
SDA dapat di artikan suatu proses
pengelolaan bahan mentah menjadi
barang jadi. Sedangkan Pengertian
Lingkungan Hidup adalah Lingkung
an Dari masyarakat setempat, dalam
proses me langsungkan kegiatan
sosial masyarakat sehari-hari.

Menurut UU Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(PPLH) Pasad 1 menjelaskan

Lingkungan hidup adalah kesatuan
ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk  hidup,
termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan
kesgjahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.

Lingkungan  Hidup  perlu
untuk di keloladan di lindungi karena
pengelolaan dan perlindungan
merupakan kedua ha yang tidak

dapat dipisahkan keterkaitannya.
Dimana kedua hal tersebut
menimbulkan sebuah sebab akibat.

Yang terjadi saat ini adalah
pengelolaan sumber daya alam seolah
sudah tidak lagi memperdulikan
kelestariannya, sehingga memberikan
dampak buruk terhadap kualitas
lingkungan hidup. Kesadaran manusia
dalam proses pemanfaatan kekayaan
aam hanya terfokus pada tujuan
memperkaya diri atau badan usaha,
sehingga kerusakan yang di akibatkan
menimbulkan gegolak-gegolak yang
berdampak terhadap alam sekitar dan
masyarakat sosial.

Daam upaya memberikan
perlindungan dalam proses pengelolaan
sumber daya alam, diperlukan suatu
rumusan mengenai  politik  hukum
lingkungan, yang harus menjadi acuan
dalam mengakomodir pemanfaatan dan
kelestarian dari sumber daya alam itu
sendiri.( Muhammad Akib, 2012: 6)

Daam persfektif Hhukum
Lingkungan, kesgahteraan  yang
menjadi  tujuan  politik  hukum
nasional tidak cukup jika hanya
dilandaskan terhadap prinsip negara
hukum dan demokrasi, tetap juga



harus dilandaskan pada prinsip-
prinsip  pengelolaan  lingkungan.
Prinsip pengelolaan lingkungan harus
menjadi arahan dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan lingkungan.
Jika tidak, maka kesgjahteraan yang
dicapal tidak akan mampu bertahan
lama karena sumber daya alam
sebagai sdah satu elemen
pembangunan tidak dapat dimanfaat
kan secara berkelanjutan.

Politik Hukum Lingkungan
merupakan arah kebijakan hukum
yang ditetapkan oleh negara atau
pemerintah untuk mencapa tujuan
alau sasaran dari  pengelolaan
lingkungan hidup agar dapat mampu
memberikan pemenuhan terhadap
perlindungan  dan  pemanfaatan
sumber daya alam itu sendiri.

Tujuan dan sasaran tersebut
adalah agar llingkngan tidak rusak

atau tercemar dan tetap terjaga
kelestarian fungsinya untuk
memelihara  kelangsungan  daya

dukung dan daya tampung lingkungan
dalam rangka mencapai tujuan negara
Indonesia. Jika fungsi ini terganggu
maka lingkungan akan rusak dan
tercemar, SDA akan menipis bahkan
habis yang pada akhirnya kesegjahtera
an rakyat yang menjadi salah satu
tujuan negara tidak akan tercapal
secara berkelanjutan.

Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup telah
diatur dalam konstitus kenegaraan
kita, yaitu di Pasal 33 ayat (3)
UUD1945, selanjutnya diatur dalam
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
PPLH, kemudian di dalam Peraturan
Daerah Provins Lampung Telah

diatur Melalui Perda Nomor 3 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan Lingkungkungan

Hidup.

Sementara  aturan yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup yang
menjadi pertimbangan pemberlakuan
Peraturan Daerah Provins Lampung
Nomo 3 Tahun 2006 yang pernah di
berlakukan dan masih berlaku hingga
saat ini antaralain :

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar-
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan Pokok
Pertambangan.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman Pangan.

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

g. Undang-Undang Nomor 41Tahun
1999 tentang K ehutanan.

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Sumber
DayaAir.

I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2004 tentang Perkebunan.

j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan.

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan



keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah.

|. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1999 tentang Andisa
Mengenai Dampak Lingkungan.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara.

n. Peraturan Pemerintah Nomor 150
Tahun 2000 tentang Pengendalian
Kerusakan Tanah Untuk Produksi
Biomassa.

0. Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2001 tentang Kerusakan
dan atau Pencemaran Lingkungan
Hidup.

Berdasarkan  peraturan  yang
menjadi pertimbangan pembentukan
Perda Provins Lampung tersebut di
atas dapat diketahui bahwa dalam
penyelengaraan sebuah aturan perlu
pertimbangan, terutama mengenai
pengelolaan sumber daya aam.
Dalam pengelolaan sumberdaya alam
perlu pertimbangan yang matang,
karena pengelolaan sumber daya dam
berkaitan dengan dua dampak,
antaralain dampak terhadap
masyarakat sosial dan yang paling
utama terhadap keadaan aam itu
seendiri.

Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Pengelolaan Lingkung
an Hidup Pembangunan berkelanjutan
adalah upaya sadar dan terencana
yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosia, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta  keselamatan,  kemampuan,
kesgahteraan, dan mutu hidup

generas masa kini dan generasi masa
depan.

Berdasarkan penjelasan
undang-undang tersebut di atas dapat
dissmpulkan bahwa perpaduan antara
lingkungan hidup, sosia, dan
ekonomi merupakan langkah yang
dilakukan untuk mensejahterakan
kehidupan baik dari individu maupun
kel ompok-kelompok. Memadukan
ketigahal tersebut adalah suatuhal
yang menjadi keharusan dalam
kehidupan manusia. Upaya sadar
yang dimaksud dalam undang-undang
tersebut dimana pengelolaan
lingkungan hidup di jalankan dalam
upaya memenuhi kebutuhan hidup
dari manusia Upaya sadar dalam
konsep pembangunan berkelanjutan
tentu berkaitan dengan kesadaran
akan pentingnya menjaga keseimbang
an antara pengelolaan dan pelestarian
sumber daya alam itu sendiri. Dalam
proses pembangunan berkelanjutan
tentu berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang di jalani melalui metode
yang dapat mengedukasi masyarakat
atau badan usaha yang ada di
Indonesia, pengedukasian tersebut
tentu melalu  perizinan  dari
pemerintah daerah setempat yang
mengacu terhadap peraturan yang
berlaku.

[zin lingkungan hidup
merupakan instrumen hukum
administrass yang diberikan oleh
pegabat yang berwenang. 1zin
lingkungan berfungs untuk
mengendalikan  perbuatan  konkret

individu dan dunia usaha agar tidak
merusak dan mencemarkan lingkungan.



Sebagal bentuk pengaturan langsung
izin lingkungan mempunyai fungs
untuk membina, mengarahkan, dan
menertibkan kegiatan-kegiatan individu
atau badan hukum agar tidak
mencemarkan atau merusak
lingkungan. ( Muhammad Akib, 2012:
148)

Izin lingkungan berdasarkan
penjelasan di atas adalah suatu usaha
yang dilakukan pemerintah untuk
pengendalian  dari pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan
hidup. Pengelolaan perlu untk di
kendalikan dalam tahapan menjaga
keselarasan antara kehidupan manusia
dan lingkungan sekitarnya. Dalam
perizinan lingkungan itu tentu harus
memperhatikan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH), sesal
dengan ketentuan UUPLH Nomor 32
Tahun 2009, agar tecipta pem
bangunan berkelanjutan seperti yang
diharapkan oleh semua masyarakata.
Sehingga kemajuan persaingan dunia
usaha, teknologi, dan pertambahan
jumla penduduk tidak menjadi
kendala daam melanjutkan
pengelolaan dengan tetap menjaga
kelestarin sumber daya adam dan
lingkungan hidup.

Pembangunan Indonesia yang
secara konsepsional dimulai pada tahu
1969 (Repelita) tidak dapat dilepaskan
dari kebijakan ekonomi baru Indonesia
dibidang permodalan, khususnya modal
asing. Kebijaksanaan baru pembangun
an ekonomi Indonesia diawali dengan
kebijaksanaan baru  pembangunan
dibidang penanaman modal

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967
tentang modal asing dan UU No. 6
Tahun 1968 tentang Modal Dalam
Negeri. K ebijaksanaan dibidang
permodalan ini  telah mengawali
konsepsi pembangunan Indonesia yang
pelaksanaanya dimulai pada tahun
1969. ( M. Daud Silalahi, 2001: 32)

Dalan pelaksanaan  pem
bangunan sumber-sumber kekayaan
aam Indonesia Harus digunakan
secara rasional. Penggalian sumber
kekayaan aam tersebut harus
diusahakan agar tidak merusak tata
lingkungan hidup manusia,
dilaksanakan dengan kebijaksanaan
yang menyeluruh dan  dengan
memperhitungkan kebutuhan generasi
yang akan datang.

Kemguan  teknologi dan
komunikasi serta pertumbuhan jumlah
penduduk yang semakin  besar,
berdampak  terhadap  pengelolaan
sumber daya aam yang semakin
menjadi-jadi dan tidak memperhatikan
lingkungan sekitar. Sehingga
pembangnan berkelanjutan membutuh
kan suatu konsepsi yang dapat merubah
paradigma berfikir masyarakat untuk
lebih  mencintai  lingkungan dan
kelestarian sumber daya alamnya. ( M.
Daud Silalahi, 2001: 36).

Tujuan dari  pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan
hidup dari perspektif pembangunan
berkelanjutan, antara lain tercapainya
keserasian, keselarasan, dan
kesesimbangan antara manusia dan
sumber daya alam dan lingkungan
hidup. Tercapainya kelestarian fungsi
sumb er daya alam dan lingkungan
hidup untuk kepentingan generasi



masakini dan generasi masa depan.
Terkendalinya sumber daya aam
secara bijaksana guna meningkatkan
kondisi sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat. Terciptanya kesadaran
dan kepekaan bagi semua pihak
didalam laipisan masyarakat akan arti
penting dari sumber daya alam dan
lingkungan hidup sehingga dapat
dimanfaatkan  sesuai  kebutuhan
bersama.

Permasalahan yang hendak
dibahas melalui tulisan ini bagaimana
Implementass Pasal 4 Peraturan
Daerah Provins Lampung Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup? apa yang menjadi faktor
penghambat implementas Pasal 4
Peraturan Daerah Provins Lampung
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup?
[I.PEMBAHASAN
Implementas Pasal 4 Peraturan
Daerah Provins Lampung Nomor
3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Rejab sebaga Kepala
Badan Pengelolaan dan Pengendalian
Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung ( BPPLH) menyebutkan,
bahwa yang dimaksud dengan
Implementas  secara  sederhana
adalah pelaksanaan dari sebuah teori.
Secara lebih rinci dijelaskan bahwa
implementasi merupakan  suatu
tindakan sadar atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang telah disusun
menjadi  sebuah konsepsi  yang

sebelumnya sudah dipertimbangkan
secara matang dan terperinci.

Daam pengimplementasian
Pasa 4 di dalam Perda Nomor 3
Tahun 2006 Provinsi Lampung yang
menjelaskan tujuan dari pengelolaan
SDA adalah untuk pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan yang digunakan untuk
kesgjahteraan masyarakat. Berlandas
kan dari Perda tersebut dijelaskan
bahwa berdasarkan hirarki
perundang-undangan di  Indonesia,
dimana tidak boleh ada suatu
peraturan yang bertentangan dengan
aturan yang ada di atasnya. Sehingga
pemerintah Kota Bandar Lampung
membuat Peraturan Walikota Nomor
82 Tahun 2012 yang berkaitan dengan
Pengelolan Lingkungan Hidup yang
dibuat berdasarkan Peraturan Daerah
Provinss Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.

Dijelaskan oleh beliau bahwa
yang dimaksud dengan pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan
yang memenuhi kebutuhan masa kini

tanpa harus mengurangi
kemampuannya untuk memenuhi dari
kebutuhan  generas  mendatang.

Pembangunan  berkelanjtan  harus
memperhatikan pemanfaatan
lingkungan hidup dan kelestariannya
agar kualitas lingkungan tetap terjaga.
Karena kelestarian lingkungan hidup
yang tidak terjaga akan menyebabkan
kemundran dari kualitas lingkungan
hidup manus atau turunnya kualitas
lingkungan hidup sekitar, sehingga
menyebabkan daya dukung



lingkungan akan Dberkurang atau
hilang.

Selanjutnaya disampaikan
bahwa wawasan lingkungan adalah
suatu gambaran yang memperhatikan
lingkungan sekitar. Mula  dari
kelestarian, pemanfaatan  sampai
dengan tujuan dari setiap
pembangunan yang bertujuan untuk
kesgahteraan  mayarakat. Tetapi
semua hal itu harus berdasarkan suatu
kerangka berfikir yang
mengedepankan lingkungan sekitar
demikianlah  dijelaskan  tentang
wawasan lingkungan hidup.

Sementara  dalam peng
implementasian Pasal 4 Perda
Provins Lampung Nomor 3 Tahun
2006 tentang tujuan pengelolaan
sumber daya alam dalam harus sesuai
dengan pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan hidup, di
kota Bandar Lampung segjauh ini
sudah berjalan sesuai dengan apa
yang di harapkan, meskipun masih
banyak kekurangan dalam
pelaksanaan dilapangan, dikarenakan
berbagai faktor. Faktor yang paling
mendasari adalah kepedulian
masyarakat setempat terhadap
lingkungan ini sangat kurang.

Selanjutnya berdasarkan
wawancara dengan Martalena Sani,
sebagai  Sekretaris BPPLH kota
Bandar Lampung, beliau menjelaskan
fungs BPPLH dalam  proses
pengelolaan sumber daya alam dalam
pembangunan  berkelanjutan  dan
berwawasan lingkungan hidup adalah
memberikan pengawasan dan
menerima saran dari  masyarakat,
berkaitan dengan ggaa yang timbul

dari masyarakat, yang disebabkan
oleh proses pengelolaan sumber daya
alam.

Selanjutnya dijelaskan bahwa

lingkungan hidup dapat terjaga
apabila  Impementasi peraturan
mengenai lingkungan hidup tepat

guna namun apabila terjadi kelebihan
dadam pengelolaan maka akan
mengalami  kerusakan lingkungan.
Oleh  karena itu, diperlukan
pengawasan secara terus menerus
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 23
Tahun 2008 tentang Tugas, dan Tata
Kerja BPPLH Kota Bandar Lampung

dan Keputusan Kepaa Badan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
Daerah Provinsi Lampung

Nomor:30/Skep/DK/11.04/2014
tentang pembentukan tim pelaksana
Proper Provins Lampung Tahun
2014.

Kemudian dijelaskan bahwa
pengawasan pada umumnya mer'*ki
pengertian segala usaha atau ket
untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai
tugas dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Handi Setio Buono selaku
Staf Wasdal dan Gakkum
(Pengawasan Dampak Lingkungan
dan Penegakan Hukum). Dijelaskan
bahwa dalam proses pembangunan di
kota Bandar Lampung terkait dengan
salah satu kegiatan usaha perhotelan,
dalam hal ini yang disebutkan adalah
Hotel Novotel di Kota Bandar
Lampung, sejauh ini sudah taat dalam
pel aksanaan UKL/UPL  namun
terdapat beberapa pelanggaran yang



pernah dilakukan oleh Hotel Novotel.

Pelanggaran yang dilakukan

diantaranya sebagal berikut:

a. Tidak adanya papan informasi titik
kordinat tempat penyimpanan
sementara (TPS) limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).

b. tidak  terdapat  perlengkapan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) dan Pertolongan Pertama
Pada K ecelakaan (P3K).

c. Tidak adanya look book Limbah
Berbahaya dan Beracun (B3) per

item dan diletakkan di blok
masing-masing item limbah.

d. Tidak mengirim atau
mengeluarkan  Limbah  Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) yang
sudah saatnya dikeluarkan.

Tetapi dalam proses
pelanggaran rekomendasi yang tidak
dijalankan oleh pelaku usaha atau
kegiatan, BPPLH tidak memiliki
wewenang untuk menutup suatu
kegiatan usaha melainkan
memberikan himbauan dan menerima
saran dari masyarakat. Sementara
yang memiliki peran mengeksekus
adalah pihak Satuan Poliss Pamong
Prga (SATPOLPP) Kota Bandar
Lampung yang telah diberi wewenang
melalui  peraturam daerah yang
berlaku.

Selanjutnya mengenai
pengelolaan sumber daya alam di kota
Bandar Lampung dijelaskan bahwa,
sdah satu pengelolaan SDA di
Bandar Lampung adalah mengena
Bukit Camang yang terletak di
Kecamatan Tanjungkarang Timur
Kota Bandar Lampung. Bukit
Camang merupakan bukit yang

memiliki fungsi sebagai daerah
resgpan ar, namun saat ini bkit
tersebut telah dieksploitasi untuk

pengembangan permukiman mewah
dan pertambangan galian C. Kegiatan
pengembangan perumahan mewah
dan pertambangan galian C di Bukit
Camang mengganggu kenyamanan
masyarakat dan  tidak ramah
lingkungan, selain itu dijelaskan oleh
beliau, penambangan di kawasan
tersebut  berpotenss  mempercepat
terjadinya erosi, longsor atau bencana
alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan
bahwa BPPLH tidak  pernah
memberikan izin penambangan di
Bukit Camang berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Bandar Lampung.

Jadi penambangan di bukit
tersebut tidak sah menurut hukum,
selain itu BPPLH setigp hari
melakukan pemantuan selama dua
jam di Bukit Camang namun tidak
pernah ditemukan proses
penambangan tesebut. BPPLH telah
melakukan  teguran  berkali-kali
kepada pekerja pertambangan, namun
tetap sgja proses penambangan tetap
berlangsung, ternyata Bukit Camang
tersebut merupakan milik
perseorangan sehingga BPPLH tidak
ada kewenanangan untuk melakukan

peringatan  terkecuali  Pemerintah
Kota Bandar Lampung membeli
Bukit Camang tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraian
tersebut di atas dapat dianalisis bahwa
Implementasi Pasal 4 Perda Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2006
terkait dengan pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup adalah untuk



pembangunan  berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan untuk
kesgahteraan  masyarakat, sudah
dapat dijalankan secara baik, dilihat
dari kemgjuan kota Bandar Lampung
dibidang pendidikan, kesehatan, yang
semuanya ada kontribus  dari
pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup melalui Pendapatan
Adli  Dagrah (PAD), meskipun
dilapangan masih banyak
permasalahan, mulai dari kurangnya
kepedulian  masyarakat  terhadap
lingkungan, dan kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai
regulass yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam.

1. PEMBAHASAN
Implementass Pasal 4 Peraturan
Daerah Provins Lampung Nomor
3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Rejab sebaga Kepaa
Badan Pengelolaan dan Pengendalian
Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung ( BPPLH) menyebutkan,
bahwa yang dimaksud dengan
Implementasi  secara  sederhana
adalah pelaksanaan dari sebuah teori.
Secara lebih rinci dijelaskan bahwa
implementasi merupakan  suatu
tindakan sadar atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang telah disusun
menjadi  sebuah konsepsi  yang
sebelumnya sudah dipertimbangkan
secara matang dan terperinci.
Dalam pengimplementasian Pasal 4 di
dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006
Provins Lampung yang menjelaskan

tujuan dari pengelolaan SDA adalah
untuk pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan yang

digunakan  untuk  kesgahteraan
masyarakat. Berlandaskan dari Perda
tersebut dijelaskan bahwa
berdasarkan  hirarki  perundang-

undangan di Indonesia, dimana tidak
boleh ada suatu peraturan yang
bertentangan dengan aturan yang ada
di atasnya. Sehingga pemerintah Kota
Bandar Lampung membuat Peraturan
Walikota Nomor 82 Tahun 2012 yang
berkaitan dengan Pengelolan
Lingkungan Hidup yang dibuat
berdasarkan Peraturan Daerah
Provinss Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.

Dijelaskan oleh beliau bahwa
yang dimaksud dengan pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan
yang memenuhi kebutuhan masa kini
tanpa harus mengurangi kemampuan
nya untuk memenuhi dari kebutuhan
generas  mendatang. Pembangunan
berkelanjtan harus memperhatikan
pemanfaatan lingkungan hidup dan
kelestariannya agar kualitas lingkung
an tetap terjaga. Karena kelestarian
lingkungan hidup yang tidak terjaga
akan menyebabkan kemundran dari
kualitas lingkungan hidup manusi
atau turunnya kualitas lingkungan
hidup sekitar, sehingga menyebabkan
daya dukung lingkungan akan
berkurang atau hilang.

Selanjutnaya disampaikan
bahwa wawasan lingkungan adalah
suatu gambaran yang memperhatikan
lingkungan sekitar. Mula  dari
kelestarian, pemanfaatan  sampai
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dengan tujuan dari setiap
pembangunan yang bertujuan untuk
kesgahteraan  mayarakat. Tetapi
semua hal itu harus berdasarkan suatu
kerangka berfikir yang
mengedepankan lingkungan sekitar
demikianlah  dijelaskan  tentang
wawasan lingkungan hidup.
Sementara  dalam peng
implementasian Pasal 4 Perda

Provins Lampung Nomor 3 Tahun
2006 tentang tujuan pengelolaan
sumber daya alam dalam harus sesuai
dengan pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan hidup, di
kota Bandar Lampung segjauh ini
sudah berjalan sesuai dengan apa
yang di harapkan, meskipun masih
banyak kekurangan dalam
pelaksanaan dilapangan, dikarenakan
berbagai faktor. Faktor yang paling
mendasari adalah kepedulian
masyarakat setempat terhadap
lingkungan ini sangat kurang.

Selanjutnya berdasarkan
wawancara dengan Martalena Sani,
sebagai  Sekretaris BPPLH kota
Bandar Lampung, beliau menjelaskan
fungs BPPLH dalam  proses
pengelolaan sumber daya alam dalam
pembangunan  berkelanjutan  dan
berwawasan lingkungan hidup adalah
memberikan pengawasan dan
menerima saran dari  masyarakat,
berkaitan dengan ggaa yang timbul
dari masyarakat, yang disebabkan
oleh proses pengelolaan sumber daya
alam.

Selanjutnya dijelaskan bahwa

lingkungan hidup dapat terjaga
apabila  Impementasi peraturan
mengenal  lingkungan hidup tepat

guna namun apabila terjadi kelebihan
dadam pengelolaan maka akan
mengalami  kerusakan lingkungan.
Oleh  karena itu, diperlukan
pengawasan secara terus menerus
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 23
Tahun 2008 tentang Tugas, dan Tata
Kerja BPPLH Kota Bandar Lampung

dan Keputusan Kepaa Badan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
Daerah Provinsi Lampung

Nomor:30/Skep/DK/11.04/2014

tentang pembentukan tim pelaksana

Proper Provins Lampung Tahun

2014.

Kemudian dijelaskan bahwa
pengawasan pada umumnya memiliki
pengertian segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai
tugas dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Handi Setio Buono selaku
Staf Wasdal dan Gakkum
(Pengawasan Dampak Lingkungan
dan Penegakan Hukum). Dijelaskan
bahwa dalam proses pembangunan di
kota Bandar Lampung terkait dengan
salah satu kegiatan usaha perhotelan,
dalam hal ini yang disebutkan adalah
Hotel Novotel di Kota Bandar
Lampung, sejauh ini sudah taat dalam
pel aksanaan UKL/UPL  namun
terdapat beberapa pelanggaran yang
pernah dilakukan oleh Hotel Novotel.
Pelanggaran yang dilakukan
diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak adanya papan informasi titik
kordinat tempat penyimpanan
sementara (TPS) limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).
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b. tidak  terdapat  perlengkapan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) dan Pertolongan Pertama
Pada K ecelakaan (P3K).

c. Tidak adanya look book Limbah
Berbahaya dan Beracun (B3) per
item dan diletakkan di blok
masing-masing item limbah.

d. Tidak mengirim atau mengeluar
kan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) yang sudah saatnya
dikeluarkan.

Tetapi dalam proses
pelanggaran rekomendasi yang tidak
dijalankan oleh pelaku usaha atau
kegiatan, BPPLH tidak memiliki
wewenang untuk menutup suatu
kegiatan usaha melainkan
memberikan himbauan dan menerima
saran dari masyarakat. Sementara
yang memiliki peran mengeksekusi
adalah pihak Satuan Polisi Pamong
Prga (SATPOLPP) Kota Bandar
Lampung yang telah diberi wewenang
melalui  peraturam daerah yang
berlaku.

Selanjutnya mengenai  penge
lolaan sumber daya adam di kota
Bandar Lampung dijelaskan bahwa,
sdah satu pengelolaan SDA di
Bandar Lampung adalah mengena
Bukit Camang yang terletak di
Kecamatan Tanjungkarang Timur
Kota Bandar Lampung. Bukit
Camang merupakan bukit yang
memiliki fungsi sebagai daerah
resgpan ar, namun saat ini bkit
tersebut telah dieksploitasi untuk
pengembangan permukiman mewah
dan pertambangan galian C. Kegiatan
pengembangan perumahan mewah

dan pertambangan galian C di Bukit
Camang mengganggu kenyamanan
masyarakat dan tidesk  ramah
lingkungan, selain itu dijelaskan oleh
beliau, penambangan di kawasan
tersebut  berpotenss  mempercepat
terjadinya erosi, longsor atau bencana
alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan
bahwa BPPLH tidak pernah
memberikan izin penambangan di
Bukit Camang berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Bandar Lampung.

Jadi penambangan di bukit
tersebut tidak sah menurut hukum,
selain itu BPPLH setiagp hari
melakukan pemantuan selama dua
jam di Bukit Camang namun tidak

pernah  ditemukan  proses pe
nambangan tesebut. BPPLH telah
melakukan  teguran  berkali-kali

kepada pekerja pertambangan, namun
tetap sga proses penambangan tetap
berlangsung, ternyata Bukit Camang
tersebut merupakan milik
perseorangan sehingga BPPLH tidak
ada kewenanangan untuk melakukan

peringatan  terkecuali Pemerintah
Kota Bandar Lampung membeli
Bukit Camang tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraian
tersebut di atas dapat dianalisis bahwa
Implementasi Pasal 4 Perda Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2006
terkait dengan pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup adalah untuk
pembangunan  berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan untuk
kesgahteraan  masyarakat, sudah
dapat dijalankan secara baik, dilihat
dari kemgjuan kota Bandar Lampung
dibidang pendidikan, kesehatan, yang
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semuanya ada kontribusi  dari
pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup melalui Pendapatan
Adli  Dagrah (PAD), meskipun
dilapangan masih banyak
permasalahan, mulai dari kurangnya
kepedulian  masyarakat  terhadap
lingkungan, dan kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai
regulass yang berkaitan dengan
pengel olaan sumber daya alam.
Faktor Penghambat |Implementasi
Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pengelolaah Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Berdasarkan wawancara
dengan Ahmad Barmawi sebagai
Kepaa Bidang Penataan dan
Pemanfaatan, menjelaskan bahwa
didalam proses pelaksanaan dari
amanat Perda Provins Lampung
Nomor 3 Tahun 2006 di dalam Pasal
4 tentang Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup bertujuan untuk
mewujudkan  pembangunan  ber
kelanjutan yang berwawasan
lingkungan dalam rangka mencapai
kesglahteraan masyarakat mendapat
beberapa faktor penghambat, antara
lain adalah :
a. Keterbatasn sumber daya manusia
yang kompatiebel dalam pengawas

an di lapangan. Keterbatasn
sumber daya manusia tersebut di
sebabkan oleh keterbatasan

pengetahuan berkaitan dengan
UUPLH.

b. Keterbatasan anggaran  dalam
pelaksanaan pengawasan dilapang
an, keterbatasan ini menyebabkan

ketidak profesionalan kerja di
lapangan.

c. Kurangnya sarana dan prasarana
daam melakukan uji limbah
seperti laboratorium dan peralatan
pengawasan di |apangan.

d. Ketidak patuahan perusahaan atau
suatu kegiatan dalam menjaankan
rekomendasi yang telah
dikeluarkan olen BPPLH Kota
Bandar Lampung.

e. Kurangnya sosidisas  kepada
pelaku usaha terkait dengan
undang-undang lingkungan hidup.

Selanjutnya dijelaskan oleh beliau

bahwa selan daripada faktor

penghambat ada faktor yang paling
mendukung yaitu keterlibatan
masyarakat luas, dalam mengawas

pengimplementasian amanat Pasa 4

tersebut di dalam Perda Sesual

dengan Peraturan Menterri

Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun

2012 yang menjelaskan pentingnya

masyarakat dalam  pengawasan

Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Hidup serta keberlangsungan dari

Kelestarian lingkungan hidup itu

sendiri. Peranan masyarakat di Kota

Bandar Lampung berkaitan dengan

pengawasan adalah salah satunya

LSM yang bergerak di lingkungan

hidup. Organisasi Mahasiswa yang

berkaitan dengan kecintaan terhadap
alam. sehingga sosidisasi terhadap
masyarakat mengenai  aturan-aturan
tentang lingkungan hidup dan sumber
daya dam harus sdalu di jalankan
oleh pemerintah, agar kesadaran
masyarakat tebuka, akan pentingnya
pembangunan berkelanjutan  yang
berwawasan lingkungan dalam rangka
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menseg ahterkan masyarakat.
Dijelaskan bahwa faktor pendukung
lannya adalah mengena izin
lingkungan yang harus sesuai dengan
prosedur  yang  berlaku, izin
lingkungan memiliki fungs utama
izin lingkungan adalah bersifat

preventatif, yaitu pencegahan
pencemaran Yyang tercermin dari
kewajiban-kewajiban yang di

cantumkan sebagal syarat perizinan,
selanjutnya fungsi represif yaitu
untuk menanggulangi  pencemaran
atau kerusakan lingkungan yang
diwujudkan dalam bentuk pencabutan
izin. 1zin lingkungan tidak diwajibkan
kepada seluruh usaha atau kegiatan,
melainkan hanya diwgjibkan kepada
usaha atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Berdasarkan penjelasan
tersebut di atas dapat diketahui bahwa
Banyak hal yang menjadi faktor
penghambat dalam proses peng
implementasian Pasal 4 Perda
Provins Lampung Nomor 3 Tahun
2006, mulai dari keterbatasan sumber
daya manusia dalam kemampuannya
memahami peraturan yang menjadi
landasan dalam proses pemanfaatan
kekayaan alam, kemajuan teknologi
yang berdampak terhadap semakin
modernnya aat-alat produksi
pengelolaan kekayaan adam yang
sangat berpengaruh terhadap
pemanfaatan kekayaan Secara
berlebihan, sehingga orientasi dari
pengelolaan kekayaan alam tidak lagi
karena kebutuhan hidup melainkan
untuk kekayaan individu, sehingga
potensi yang timbul adalah tidak
lestarinya kekayaan adam dan

lingkungan  hidup. Selain itu
kurangnya perhatian  pemerintah
terhadap anggaran penyelanggara
pengawasan terhadap badan yang
telah dibuat , menyebabkan ketidak
profesionalan kerja sehingga banyak
upaya transaksional dalam
mel aksanakan pengawasan.
[1.PENUTUP

Implementas Pasal 4 Perda
Provins Lampung Nomor 3 Tahun
2006 terkait dengan pengelolaan
sumber daya alam dan Lingkungan
Hidup adalah untuk pembangunan
berkelanjutan  yang  berwawasan
lingkungan  untuk  kesgjahteraan
masyarakat, sudah dapat dijalankan
secara baik, dilihat dari kemauan
kota Bandar Lampung dibidang
pendidikan, kesehatan, yang
semuanya ada kontribus  dari
pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup melalui Pendapatan
Adli  Dagrah (PAD), meskipun
dilapangan masih banyak
permasalahan, mulai dari kurangnya
kepedulian  masyarakat  terhadap
lingkungan, dan kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai
regulass yang berkaitan dengan
pengel olaan sumber daya alam.

Faktor penghambat dalam
proses pengimplementasian Pasal 4
Perda Provins Lampung Nomor 3
Tahun 2006, antaralain keterbatasan
sumber daya manusia dalam
kemampuannya memahami peraturan
yang menjadi landasan dalam proses
pemanfaatan kekayaan alam,
kemajuan teknologi yang berdampak
terhadak semakin modernnya aat-alat
produksi pengelolaan kekayaan alam
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yang sangat berpengaruh terhadap
pemanfaatan kekayaan Secara
berlebihan, sehingga orientasi dari
pengelolaan kekayaan aam tidak lagi
karena kebutuhan hidup melainkan
untuk kekayaan individu, sehingga
potensi yang timbul adalah tidak
lestarinya kekayaan adam dan
lingkungan  hidup. Selain itu
kurangnya perhatian  pemerintah
terhadap anggaran penyelanggara
pengawasan terhadap badan yang
telah dibuat , menyebabkan ketidak
profesionalan kerja sehingga banyak

upaya transaksional dalam

mel aksanakan pengawasan.
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2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
junto Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1999 tentang Andlisis
Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL).

Pertaturan Daerah Provins Lampung
Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup.

C. SUMBER LAIN

Departemen Pendidikan Nasional,

Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Baai Pustaka,
Jakarta, 2007
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PEDOMAN PENULISAN

'\ Naskah bersifat orisinil, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum
wvang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang
@ipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Penulisan terdiri atas beberapa bab.

Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab1 Pendahuluan (Latar Belakang
&an Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab [II Metode Penelitian, Bab IV
Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).

Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang
@20 Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III
Senutup (Kesimpulan dan Saran).

Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah
Sahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam
Sahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuanini berlaku sebaliknya.

Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan
memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun
pemerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis
‘v Asshidiqgie dan M.Ali Syafa’at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan
S=tentuan  et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul
Suiisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari
* meermet harus mempertimbangkan keakuratarn data.

. Maskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan
sewen langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama
- gemgarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir
Weman, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka
Simar Harapan, Jakarta, 1994.

Pamang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-
~ W tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out
\fam file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.

‘Maskah disertai biodata singkat per}ulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat
,|. = dan hal lain yang dianggap penting.
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